
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota 
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sehingga 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);



- 2 -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 
239 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2021 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur 
Organisasi Dan Tata Keija Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 
78);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronan Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran 
Belanja Desa;
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Menetapkan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten /kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.

8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan Menteri 
Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di 
sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

10.

11.

12.

pemerintah desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desd. U

VIk
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13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan 
yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang 
diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala 
desa.

16. Kepala Urusan Keuangan adalah perangkat desa yang 
diangkat oleh kepala desa untuk melakukan tugas 
kebendaharaan berupa menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan 
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka 
pelaksanaan APBDesa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan), yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa 
tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk periode 1 (satu) tahun

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 
selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen 
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disinkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Gubemur, Bupati atau Walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentapkan.

20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

21. KPPN adalah Kan tor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
merupakan Instansi vertical Direktorat Jendral 
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral 
Perbendaharaan.

22. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 

diterima oleh setiap Desa secara merata yang besamya yang 
besamya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari 
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara 
nasional.

24. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

25. Alokasi Kineija adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 
yang memiliki hasil penilaian kineija terbaik.

26. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 
Desa.

27. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat 
oleh Kepala Desa Desa untuk melaksanakan peraturan desa

karena jabatannya mempunyai kewenangan

ataupun peraturan lainnya. i



-  6 -

28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya 
disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada 
keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber 
dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis.

30. Musyawarah Desa Khusus/Insidental merupakan 
Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak sesuai 
dengan kondisi obyektif yang dilakukan untuk membahas 
agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data Calon 
Penerima BLT_DD;

31. Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah Relawan Desa yang 
bertugas untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan 
Covid-19 serta Pendataan Calon Penerima BLT-DD.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2

(1) Jumlah Desa di Kabupaten Katingan penerima Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 sebanyak 154 Desa.

(2) Dana Desa seluruh desa di Kabupaten Katingan Tahun 
Anggaran 2021 adalah senilai Rpl50.640.826.000,- (Seratus 
Lima Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan 
Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari:
a. Alokasi Dasar sebesar Rp89.602.396.000,- (Delapan 

Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga 
Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dibagi 
secara merata untuk setiap Desa berdasarkan klaster 
jumlah penduduk;

b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp343.182.000,- (Tiga Ratus
Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua 
Rupiah) adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi.

c. Alokasi Kineija sebesar Rp4.322.295.000,-(Empat 
Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus 
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dibagi untuk 15 
(lima be las) Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja 
terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, 
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa 
dan capaian hasil pembangunan Desa; dan

a. Alokasi Formula sebesar Rp56.372.953.000,00 (Lima 
Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta 
Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dibagi 
untuk seluruh Desa dengan memperhatikan jumlah 
penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas 
wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

(3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan anggaran dan 
prioritas pengunaan Dana Desa dari Pemerintah maka pagu 
anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBD 
dapat diubah sesuai dengan mekanisme dan 
peraturan perundang-undangan.

ketentuan
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(4) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), wajib ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Desa dengan perubahan APBDes sesuai dengan 
mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Besaran Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster 
jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 
Dana Desa.

(2) Alokasi Dasar Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk 
sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan:
a. Rp481.573.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu 

Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) bagi 
Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 
(seratus) jiwa;

b. Rp561.574.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta 
Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai 
dengan 1000 (seribu) jiwa;

c. Rp641.574.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta 
Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp721.575.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta 
Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai 
dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp801.576.000 (Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus 
Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) bagi Desa dengan 
jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Surat 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan tentang Daftar Desa Penerima Alokasi Dasar, 
Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kineija Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Jumlah Desa penerima Alokasi Kineija setiap Daerah, dihitung
dengan ketentuan :
a. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara Desa 

penerima Alokasi Kineija sebanyak 11% (sebelas persen) dari 
jumlah Desa;

b. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 101 
(seratu satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah 
Desa penerima Alokasi Kineija sebanyak 10% (sepulu 
dari jumlah Desa; dan
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c. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 
(empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kineija 
adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai 
berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 

35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a, dinilai dari :
a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total 

pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh 
persen); dan

b. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 
terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% 
(lima puluh persen).

(2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b 
dinilai dari :
a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total 
Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); 
dan

b. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada 
pasal 6 huruf c dinilai dari:
a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 

50% (lima puluh persen); dan
b. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 

50% (lima puluh persen).
(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana 

pada pasal 6 huruf d dinilai dari :
a. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 

30% (tiga puluh persen);
b. Perubahan status Desa indeks Desa membanguan dengan 

bobot 30% (tiga puluh persen);
c. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan 

bobot 10% (sepuluh persen);
d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 

30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
statistik. aL
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Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z l) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * 
AFKab

Keterangan:
= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 

total penduduk Desa Kabupaten Katingan 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa 
Kabupaten Katingan

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total 
luas wilayah Desa Kabupaten Katingan 

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Kabupaten Katingan 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Katingan

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

AF Desa 
Zl

Z2

Z3

Z4

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran 

Pasal 11

( 1)
(2)

(3)

(4)

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah 
kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan 
Dana Desa ke RKD.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
bupati/wali kota.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima 
paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan 
Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua 
sampai dengan bulan kelima;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen)
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
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1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling 
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan 
ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua 
belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling 
cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan 
paling cepat akhir bulan November bulan kedua 
belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 
(dua) tahap, dengan ketentuan:
a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat 
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan 
kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan 
kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling 
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan 
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, 
serta paling cepat bulan November untuk bulan 
kedua belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan 
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam 
Indeks Desa.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
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(2)

a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
telah disalurkan;

3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah 
dan kepala KPPN yang berasal dari:
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 
yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan 
benar, dengan ketentuan:
a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata- rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga j 
dari Dana Desa tahap I yang telah

uluh lima persen) 
disalurkai^T i j

V ̂
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3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala 
desa mengenai penetapan tidak terdtipat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; dan

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 
Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan 
kepala KPPN yang berasal dari:
a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
kepala Desa ke RKUD; dan

b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga 
di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan 
kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ 
atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati 
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambahkan dokumen 
persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan 
tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa.

(5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib 
disampaikan pada saat penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, 
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati 
Katingan menyampaikan permintaan perubahan tabel 
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang 
ditandatangani oleh Bupati Katingan, Wakil Bupati 
Katingan, atau pejabat yang ditunjuk.

(11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik ( haJdcopv). ^

v >
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(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, 
disalurkan dengan ketentuan :
a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah bupati melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b 
angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c 
angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan 
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah 
bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya .

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 
Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang 
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil 
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi 
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b 
angka 3, Bupati Katingan menyampaikan perubahan 
peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 13
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(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk 
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan 
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan 
sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 
direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah 
keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan 
kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa 
setiap bulan .

(11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3), dan ayat (5).

Pasal 14

(1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) 
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa nutuk BLT Desa bulan kedua sampaidengan 
bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan 
setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b 
angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan 
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah 
bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan melalui aplikasi Oufine Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nutuk 
pereLaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belas nutuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang 
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil 
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
tahun berkenaan.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tanpa 
kebutuhan Dana Desa nutuk BLT Desa.
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(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b 
angka 4, bupati/walikota kota menyampaikan perubahan 
peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu 
sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat 
dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih 
besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima 
manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa 
setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar 
dengan ketentuan:
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes ;
b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% ( lima puluh 
persen ) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
telah disalurkan ;

3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

(4).

Pasal 15
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c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 
yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, 
dengan ketentuan:
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh 
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah 
disalurkan;

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; dan

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun 
Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa 
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per 
bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 
2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, 
cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa 
menyampaikan permintaan perubahan table referensi 
kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 1
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(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah 
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku 
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati 
Katingan; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan 
setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya 
kepada Bupati Katingan.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) masing-masing bulan 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada Bupati Katingan.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) masing-masing bulan 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada Bupati Katingan.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati 
Katingan paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang 
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil 
pendataan jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa 
tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b 
angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa dimaksud kepada Bupati Katingan paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember .

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4).
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Pasal 17

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) kepala Desa memenuhi 
persyaratan:
a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah 
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku 
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan 
setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya 
kepada bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk masing-masing 
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada bupati

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri kepada bupati paling lambat 
minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang 
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil 
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b 
angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
kepala Desa dimaksud kepada bupati paling lambat 
minggu ketiga bulan Desember

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Dalam hal Bupati Katingan tidak menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 
sampai dengan berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. Sisa Dana 
Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya.

Pasal 18
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Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Kepada Desa 

Pasal 19

(1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP 
dan SPM.

(2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non 
anggaran.

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil 
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2).

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran 
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.

(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar 
menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan 
SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 
ke RKD.

(5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama 
dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1).

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana 
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala 
Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan 
penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati Katingan.

(7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D 
penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada 
Bupati Katingan ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan.

(1) Dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditetukan 
penggunaanya (earmarked) di setiap Desa, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada:
a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemic Corona 

Virus Disease 2019 (COVTD-19) yang merupakan 
kewenangan Desa.

Pasal 20

Pasal 21
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(2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemic Corona Vims 
Disease 2019 (COV1D-19) di seluruh Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 
8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa di setiap Desa, di 
luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan 
Langsung Tunai Desa.

(3) Penanganan pandemic Corona Vims Disease 2019 [COV1D- 
19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
melalui pos komando penanganan pandemi Corona Vims 
Disease 2019 (COVTD19) di tingkat Desa atau pos jaga di 
Desa.

(4) Pos komando penanganan pandemi Corona Vims Disease 
2019 (COVTD19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), memiliki fungsi:
a. Pencegahan;
b. Penanganan;
c. Pembinaan; dan
d. Pendukung pelaksanaan penanganan Corona Vims 

Disease 2019 (COVTD-19) di tingkat Desa.
(5) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Vims 

Disease 2019 (COVTD-19) termasuk pelaksanaan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana 
Desa atas kegiatan penanganan pandemic Corona Vims 
Disease 2019 (COVTD-19) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,

DAN PELAPORAN 
Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam 
APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian 
APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan 
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran 
Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D 
hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).
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BAB V
PENGGUNAAN 

Pasal 23

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk 
pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di 
Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa jaring pengaman sosial, Padat Kaiya Tunai, 
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor 
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui 
Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa 
Wisata, usaha budi daya pertanian, petemakan, perikanan, 
ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas 
kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam 
penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka 
menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

Desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Keija, 
Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial 
Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, 
BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian 
pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima dimaksud pada ayat (2) 
manfaat sebagaimana berdasarkan kelompok pekeijaan 
ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 
Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas 
per keluarga penerima manfaat.

Pasal 24
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(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan 
Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf 
a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan 
berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa 
untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf 
a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan 
penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi 
lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa 
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan 
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada 
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Katingan.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan 
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 
setempat.

Pasal 26

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan Bupati Katingan.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana 
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 
Desa mengenai APBDes.

Pasal 27

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 
ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana 
Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untu 
tahap penyaluran.
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(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya.

(1) Bupati Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi 
atas:
a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
b. Capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala 
Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

(3) Bupati Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas 
kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan 
direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, 
Bupati Katingan dapat meminta Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana 
Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran 
berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, 
berupa:
a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa 

dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau 

ketidakjelasan status hukum.
(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum 

penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 
bupati menyampaikan surat permohonan penghentian 
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterima setelah Dana Desa tahap III 
atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa 
untuk tahun anggaran berikutnya diberhentikan.

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat disalurkan 
ke RKD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 28

BAB VII 
SANKSI 
Pasal 29

Pasal 30
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(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53, berhak mendapatkan penyaluran 
Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode 
penghentian penyaluran Dana Desa.

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan 
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa 
yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup 
anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati Katingan menandai Desa yang akan dikenakan 
sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan 
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa 
yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh Bupati Katingan kepada kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai 
syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran

Pasal 31

Pasal 32

2022.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati paling lambat 
tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara 
Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ay at (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD 
paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati dan 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan 
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling 
lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 34

(1) Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilengkapi 
kertas kerja perhitungan pembagian dan penetapan Dana 
Desa Setiap Desa.

(2) Format-format dokumen persyaratan penyaluran Dana 
Desa, meliputi :
1. format laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat 
(2); '

2. format laporan konvergensi pencegahan stunting TK. 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 
18 ayat (1) dan ayat (2);

3. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat 
(2);

4. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (10);

5. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6);

6. format daftar Rekening Kas Desa; dan
7. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

(3) Format-format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal IS 202̂



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR tO TAHUN 2021 
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO
KECAMATAN/

DESA
ALOKASI

DASAR
ALOKASI
AFIRMASI

ALOKASI
KINERJA

ALOKASI
FORMULA

PAGU DANA DESA 
PER DESA

1 2 3 5 5 6 7
KEC. KATINGAN KUALA

1 KAMPUNG KERAMAT 641.574.000 - - 311.213.000 952.787.000

2 KAMPUNG TENGAH 641.574.000 - 288.153.000 494.051.000 1.423.778.000

3 JAYA MAKMUR 641.574.000 - - 348.419.000 989.993.000

4 SUBUR INDAH 641.574.000 - - 701.612.000 1.343.186.000

5 KAMPUNG BARU 641.574.000 171.591.000 - 986.217.000 1.799.382.000

6 BANGUN JAYA 641.574.000 - - 1.134.862.000 1.776.436.000

7 SETIA MULIA 561.574.000 - 288.153.000 656.923.000 1.506.650.000

8 SINGAM RAYA 561.574.000 - - 599.567.000 1.161.141.000

9 SEBANGU JAYA 561.574.000 - - 284.126.000 845.700.000

10 SUNGAI KAKI 561.574.000 - - 239.479.000 801.053.000

11 SELAT BANING 561.574.000 - - 191.433.000 753.007.000

12 MAKMUR UTAMA 641.574.000 - - 283.033.000 924.607.000

13 BUMI SUBUR 641.574.000 - - 383.014.000 1.024.588.000

14 BAKUNG RAYA 561.574.000 - - 721.412.000 1.282.986.000
JUMLAH 8.502.036.000 171.591.000 576.306.000 7.335.361.000 16.585.294.000

KEC. MEND AWAI

1 MENDAWAI 641.574.000 - - 377.267.000 1.018.841.000

2 TELUK SEBULU 561.574.000 - - 190.175.000 751.749.000

3 KAMPUNG MELAYU 561.574.000 - - 388.678.000 950.252.000

« m



4 TEWANG KAMPUNG 561,574,000 - - 304,581,000 866,155,000

5 PERIGI 561,574,000 - - 290,677,000 852,251,000

6 MEKAR TANI 561,574,000 - - 495,969,000 1,057,543,000

7 TUMBANG BULAN 561,574,000 - - 311,448,000 873,022,000

JUMLAH 4,011,018,000 - - 2,358,795,000 6,369,813,000

KEC. KAMIPANG

1 GALINGGANG 641,574,000 - - 276,399,000 917,973,000

2 TAMPELAS 561,574,000 - - 208,665,000 770,239,000

3 TELAGA 641,574,000 - - 630,811,000 1,272,385,000

4 PARUPUK 561,574,000 - - 185,807,000 747,381,000

5 KARUING 561,574,000 - - 451,333,000 1,012,907,000

6 JAHANJANG 561,574,000 - - 465,856,000 1,027,430,000

7 TUMBANG RUNEN 561,574,000 - - 388,152,000 949,726,000

8 BAUN BANGO 561,574,000 - - 236,400,000 797,974,000

9 ASEM KUMBANG 641,574,000 - - 447,052,000 1,088,626,000

JUMLAH 5,294,166,000 - - 3,290,475,000 8,584,641,000

KEC. TASIKPAYAWAN

1 TALINGKE 561,574,000 - - 291,680,000 853,254,000

2 HIYANG BANA 641,574,000 - - 397,613,000 1,039,187,000

3 PETAK BAHANDANG 641,574,000 - - 503,627,000 1,145,201,000

4 HANDIWUNG 561,574,000 - - 330,128,000 891,702,000

5 TUMBANG PANGGO 561,574,000 - - 337,292,000 898,866,000

6 TEWANG TAMPANG 561,574,000 - - 293,577,000 855,151,000

7 LUWUK KANAN 641,574,000 - - 440,496,000 1,082,070,000

8 LUWUK KIRI 561,574,000 - - 344,057,000 905,631,000
JUMLAH 4,732,592,000 - - 2,938,470,000 7,671,062,000



NO
KECAMATAN/

DESA
ALOKASI

DASAR
ALOKASI
AFIRMASI

ALOKASI
KINERJA

ALOKASI
FORMULA

PAGU DANA DESA 

PER DESA

1 2 3 5 5 6 7

KEC. KATINGAN HILIR

1 TEWANG KADAMBA 561,574,000 - - 366,815,000 928,389,000

2 TUMBANG LITING 561,574,000 - - 472,655,000 1,034,229,000

3 TALIAN KERENG 641,574,000 - - 499,875,000 1,141,449,000

4 BANUT KALANAMAN 641,574,000 - - 298,434,000 940,008,000

5 TELANGKAH 641,574,000 - - 449,130,000 1,090,704,000

6 HAMPALIT 801,576,000 - - 1,237,700,000 2,039,276,000

JUMLAH 3,849,446,000 - - 3,324,609,000 7,174,055,000

KEC. TEWANG SANGALANG GARING

1 TEWANG BARINGIN 641,574,000 - - 499,978,000 1,141,552,000

2 HAPALAM 561,574,000 - - 483,110,000 1,044,684,000

3 TEWANG RANGAS 561,574,000 - - 247,809,000 809,383,000

4 BANGKUANG 641,574,000 - - 527,337,000 1,168,911,000

5 TARUSAN DANUM 561,574,000 - - 318,929,000 880,503,000

6 TUMBANG TARUSAN 561,574,000 - - 674,125,000 1,235,699,000

7 TEWANG RANGKANG 641,574,000 - - 964,591,000 1,606,165,000

8 TEWANG MANYANGEN 561,574,000 - 288,153,000 332,233,000 1,181,960,000

9 KARYA UNGGANG 641,574,000 - - 239,590,000 881,164,000
JUMLAH 5,374,166,000 - 288,153,000 4,287,702,000 9,950,021,000

KEC. PULAUMALAN

1 TEWANG PAPARI 561,574,000 - 288,153,000 345,235,000 1,194,962,000

2 TEWANG DARAYU 561,574,000 - - 523,171,000 1,084,745,000

3 BUNTUT BALI 641,574,000 - - 1,097,168,000 1,738,742,000

4 KULUK BALI 561,574,000 - - 318,895,000 880,469,00q



5 MANDUING TAHETA 561,574,000 - - 430,035,000 991,609,000

6 MANDUING LAMA 561,574,000 - - 440,803,000 1,002,377,000

7 TUMBANG BANJANG 561,574,000 - - 374,621,000 936,195,000

8 TUMBANG LAWANG 561,574,000 - - 246,943,000 808,517,000

9 DAHIAN TUNGGAL 641,574,000 - - 857,283,000 1,498,857,000

10 TEWANG KARANGAN 561,574,000 - - 375,977,000 937,551,000

11 TUMBANG TUNGKU 561,574,000 - - 597,165,000 1,158,739,000

12 GERAGU 561,574,000 - - 278,480,000 840,054,000

13 TUMBANG TANJUNG 561,574,000 - 288,153,000 485,204,000 1,334,931,000

14 TURA 561,574,000 - - 376,012,000 937,586,000
JUMLAH 8,022,036,000 - 576,306,000 6,746,992,000 15,345,334,000

KEC. KATINGAN TENGAH

1 TUMBANG LAHANG 641,574,000 - 288,153,000 401,975,000 1,331,702,000

2 TEWANG PANJANG 561,574,000 - - 281,282,000 842,856,000

3 PETAK PUTI 561,574,000 - - 228,752,000 790,326,000

4 TELOK 641,574,000 - 288,153,000 298,241,000 1,227,968,000

5 SAMBA DANUM 641,574,000 - - 1,113,746,000 1,755,320,000

6 SAMBA BAKUMPAI 641,574,000 - - 461,014,000 1,102,588,000

7 SAMBA KATUNG 641,574,000 - - 558,828,000 1,200,402,000

8 NAPU SAHUR 561,574,000 - - 186,682,000 748,256,000

9 BATU BADINDING 641,574,000 - - 544,231,000 1,185,805,000

10 RANTAU ASEM 641,574,000 - - 338,269,000 979,843,000

11 MIRAH KALANAMAN 641,574,000 - 288,153,000 282,394,000 1,212,121,000

12 TUMBANG KALEMEI 641,574,000 - - 387,747,000 1,029,321,000

13 TUMBANG MARAK 641,574,000 - - 306,868,000 948,442,000

14 TUMBANG HANGEI 561,574,000 - - 400,661,000 962,235,000

15 TUMBANG PARIYEI 561,574,000 - - 224,833,000 786,407,00q

T



JUMLAH 9,223,610,000 - 864,459,000 6,015,523,000 16,103,592,000

NO
KECAMATAN/

DESA
ALOKASI

DASAR
ALOKASI
AFIRMASI

ALOKASI
KINERJA

ALOKASI
FORMULA

PAGU DANA DESA 

PER DESA

1 2 3 5 5 6 7

KEC. SANAMAN MANTIKEI

1 DEHES 561,574,000 - 288,153,000 197,316,000 1,047,043,000

2 TUMBANG LABEHU 561,574,000 - - 193,955,000 755,529,000

3 TUMBANG KAMAN 641,574,000 - - 460,607,000 1,102,181,000

4 TUMBANG MANGGO 641,574,000 - 288,153,000 723,341,000 1,653,068,000

5 KAMANTO 561,574,000 - 288,153,000 238,630,000 1,088,357,000

6 KULUK HABUHUS 561,574,000 - - 272,473,000 834,047,000

7 TUMBANG KANEI 561,574,000 - - 223,206,000 784,780,000

8 TUMBANG TARANEI 561,574,000 - - 218,577,000 780,151,000

9 TUMBANG KAWEI 561,574,000 - - 537,707,000 1,099,281,000

10 TUMBANG MANGARA 561,574,000 - - 314,024,000 875,598,000

11 TUMBANG PANGKA 561,574,000 - - 265,425,000 826,999,000

12 TUMBANG ATEI 561,574,000 - - 278,882,000 840,456,000

13 DAYA MANUNGGAL 561,574,000 - - 200,517,000 762,091,000

14 RANTAU BANGKIANG 641,574,000 - 288,153,000 264,870,000 1,194,597,000

JUMLAH 8,102,036,000 - 1,152,612,000 4,389,530,000 13,644,178,000

KEC. PETAK MALAI

1 TUMBANG BARAOI 561,574,000 - - 374,733,000 936,307,000

2 TUMBANG JALA 561,574,000 - - 179,918,000 741,492,000

3 BATU BADAK 561,574,000 - - 224,987,000 786,561,000

4 BATU TUKAN 561,574,000 - 288,153,000 265,288,000 1,115,015,00p



5 TUMBANG TANGOI 561,574,000 - - 244,808,000 806,382,000

6 NUSA KUTAU 561,574,000 - - 473,598,000 1,035,172,000

7 TUMBANG HABANGOI 561,574,000 171,591,000 - 771,606,000 1,504,771,000

JUMLAH 3,931,018,000 171,591,000 288,153,000 2,534,938,000 6,925,700,000

KEC. MARIKIT

1 TUMBANG MANDUREI 561,574,000 - - 233,790,000 795,364,000

2 TUMBANG PAKU 561,574,000 - - 185,117,000 746,691,000

3 BUNTUT LELENG 561,574,000 - - 326,368,000 887,942,000

4 KULUK LELENG 561,574,000 - - 375,065,000 936,639,000

5 SEBAUNG 561,574,000 - - 252,038,000 813,612,000

6 TUMBANG MALAWAN 561,574,000 - - 284,175,000 845,749,000

7 TUMBANG TAEI 561,574,000 - - 296,306,000 857,880,000

8 RANGAN SURAI 561,574,000 - - 254,398,000 815,972,000

9 TUMBANG HIRAN 641,574,000 - - 323,917,000 965,491,000

10 TUMBANG PAHANEI 561,574,000 - - 244,848,000 806,422,000

11 TUMBANG DAKEI 561,574,000 - - 320,546,000 882,120,000

12 RANGAN BURIH 561,574,000 - - 244,062,000 805,636,000

13 TUMBANG BEMBAN 561,574,000 - - 359,801,000 921,375,000

14 TUMBANG LAMBI 561,574,000 - - 194,261,000 755,835,000

15 RANGAN TANGKO 561,574,000 - - 316,136,000 877,710,000

16 TUMBANG TUNDU 561,574,000 - - 234,263,000 795,837,000

17 BATU PANAHAN 561,574,000 - - 216,460,000 778,034,000

18 TUMBANG TABULUS 561,574,000 - - 250,494,000 812,068,000

JUMLAH 10,188,332,000 - - 4,912,045,000 15,100,377,00<f



NO
KECAMATAN/ ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI PAGU DANA DESA

DESA DASAR AFIRMASI KINERJA FORMULA PER DESA

1 2 3 5 5 6 7

KEC. KATINGANHULU

1 KIHAM BATANG 561,574,000 - - 194,653,000 756,227,000

2 TUMBANG KABAYAN 561,574,000 - - 219,905,000 781,479,000

3 RANGAN KAWIT 561,574,000 - - 287,915,000 849,489,000

4 DEHES ASEM 561,574,000 - - 311,689,000 873,263,000

5 KULUK SAPANGI 561,574,000 - - 266,436,000 828,010,000

6 TUMBANG KUAI 561,574,000 - - 202,059,000 763,633,000

7 TUMBANG SALAMAN 561,574,000 - - 305,443,000 867,017,000

8 RANTAU PUKA 561,574,000 - - 293,388,000 854,962,000

9 RANTAU BAHAI 561,574,000 - - 209,797,000 771,371,000

10 RANGAN RANJING 561,574,000 - - 211,735,000 773,309,000

11 TUMBANG LABANING 561,574,000 - - 186,224,000 747,798,000

12 BATU BANGO 561,574,000 - - 167,684,000 729,258,000

13 TUMBANG HANGEI II 561,574,000 - - 316,128,000 877,702,000

14 SEI NANJAN 561,574,000 - - 238,924,000 800,498,000

15 TUMBANG JIGA 561,574,000 - - 348,733,000 910,307,000

16 TUMBANG MANGKETAI 561,574,000 - - 295,979,000 857,553,000

17 TUMBANG MAHOP 561,574,000 - - 225,514,000 787,088,000

18 TUMBANG SABETUNG 561,574,000 - - 210,452,000 772,026,000

19 PENDA TANGGARING LA? 561,574,000 - 288,153,000 254,618,000 1,104,345,000

20 PENDA TANGGARING BA] 561,574,000 - - 205,633,000 767,207,000

21 TELUK TAMPANG 481,573,000 - - 273,539,000 755,112,000

22 TUMBANG MANANGAI 561,574,000 - - 315,616,000 877,190,000
JUMLAH 12,274,627,000 - 288,153,000 5,542,064,000 18,104,844,00p

f



KEC. BUKITRAYA

1 TUMBANG GAEI 561,574,000 - - 245,187,000 806,761,000

2 TUMBANG KATAEI 561,574,000 - - 179,477,000 741,051,000

3 TUMBANG KARUEI 561,574,000 - - 321,754,000 883,328,000

4 TUMBANG DAHUEI 561,574,000 - 288,153,000 231,973,000 1,081,700,000

5 RANTAU PANDAN 561,574,000 - - 174,515,000 736,089,000

6 RANGAN RONDAN 561,574,000 - - 391,510,000 953,084,000

7 RANGAN BAHEKANG 481,573,000 - - 229,483,000 711,056,000

8 TUMBANG KAJAMEI 561,574,000 - - 205,985,000 767,559,000

9 TUMBANG KABURAI 561,574,000 - - 210,389,000 771,963,000

10 TANJUNG BATIK 561,574,000 - - 296,116,000 857,690,000

11 PENDA NANGE 561,574,000 - - 210,060,000 771,634,000

JUMLAH 6,097,313,000 - 288,153,000 2,696,449,000 9,081,915,000

JUMLAH SELURUHNYA 89,602,396,000 343,182,000 4,322,295,000 56,372,953,000 150,640,826,000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR [ 0  TAHUN 2021 
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 
ANGGARAN 2021

b.l FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP..................TAHUN ANGGARAN...................

PEMERINTAH DESA.........................
KECAMATAN..........................

KABUPATEN KATINGAN

Pagu Desa : Rp.

Rekening

URAIAN
URAIAN

KELUARAN
VOLUME

KELUARAN
CARA

PENGADAAN

ANGGARAN REALISASI SISA % CAPAIAN 
KELUARAN

TENAGA
KERJA
(Orang)

DURASI UPAH KPM BLT
KET

1 2

a b c a b c d Rp. Rp. Rp. Hari Rp. KK Rp.

i 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 1 1 12 13 14 15

4 PE ND APATA N

4 2 P e n d a p a ta n  T ra n s fe r

4 2 1 D a n a  D e s a

J U M L A H  PE ND APATA N

5 B E LA N JA

i B idan g  Penyelenggaraan  Pem erintahan

i 1 S u b  B i d a n g .................................................

i 1 0 1 K e g ia t a n ..........................................................

i 1 0 2

2 B idan g  Pe laksanaan  Pem bangunan  D esa

2 1 Sub  B id a n g ...........................................

2 1 01 K e g ia t a n ...........................................................

2 1 0 2

3
B idan g  Pem binaan  Kem asyarakatan D esa

3 1 S u b
B i d a n g ...........................................................

3 1 0 1 K e g ia t a n ...........................................................

3 1 0 2 d s t ........................................................................



4
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 
Desa

4 1 Sub Bidang.....................................
4 1 01 Kegiatan.....................................
4 1 02

5
Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 1 00 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

1. sterilisasi fasilitas umum dan
fasilitas
sosial Desa*)
2. penyediaan obat-obatan*)
3. pembuatan ruang isolasi
diri / Karantina
Mandiri*)
4. penyediaan alat pelindung 
diri(masker,
APD untuk relawan, dstl*)
5.pembuatan antiseptik 
(handsanitizer/disinfektan*)
6. dll*)

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
5 2 00 Keadaan Darurat
5 2 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 2 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga
5 2 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
5 3 00 Keadaan Mendesak
5 3 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 3 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga
5 3 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*)
BLT Bulan Pertama
BLT Bulan ke.... dst



PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No. Uraian

1 kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APBD es

2 kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan D ana Desa

3 kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. M isakPem bangunan Jalan

4 kolom 4 diisi dengan jum lah volume keluaran yang terdiri dari jum lah dan satuan keluaran. Misal :500 meter

5 kolom 5 diisi dengan cara pengadaan M isal:swakelola, kontraktual

6 kolom 6 diisi dengan jum lah anggaran dalam satuan rupiah

7 kolom 7 diisi dengan jum lah realisasi dalam  satuan rupiah

8 kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah

9 kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pem bangunan/pem eliharaan/pengem bangan fisik dihitung sesuai perkem bangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto

b. Kegiatan Non Fisik di hitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja /kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang.tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran,sebesar 30%:

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar , sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80%; dan

- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%

10
kolom 10, 11 dan 12 dalam  rangka pelaksanaan  program  Cash for work yang diisi hanya un tuk  Kegiatan D an a  D esa  pada  bidang
Pe laksanaan  Pem bangunan
Desa

1 1 kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat 
yang disi hanya
untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan  Mendesak Desa

12 kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



b.2 FORM AT LAPORAN K O NV ER G E NSI PE N C E G A H A N  STUNTING  TINGKAT D E SA

LAW IM N kUNVKUUKNtjl PEN^ljUAHAN M U M lW l lT IN m T  LM iA TUUHAUAP
SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN____________________ _________________________________________________ KF.CAMATAN
DESA : TAHUN

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK-ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000
IBU

HAMIL
ANAK USIA 0-23 BULAN

TOTAL KEK/RESTI TOTAL U1Z1
/STUNTING

JUMLA
H

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)
SASARAN JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN HIJAU (NORMAL)

STUNTING)
MERAH (TERINDIKASI STUNTING)

JUMLAH

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN INDIKATO

R
JUMLA

H
%

1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN

2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI

3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI
IBU HAMIL 4 MENGIKUTI KONSELING GIZI ATAU KELAS IBU MINIMAL 4 KALI

5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN

6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMANk 7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP

2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN

3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN

ANAK USIA 0 - 
23

4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN LAKI-LAKI TOTAL

BULAN (0-2
TAHUN)

5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK /KURANG/STUNTING

6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMIKI AKSES AIR MINUM AMAN

7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK

8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN

9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR

10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)
ANAK >2-6 

TAHUN
1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%

TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA

NO. SASARAN
JUMLAH

INDIKATOR TINGKAT KONVERGENSI

YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA

1 IBU HAMIL

2 ANAK 0 - 23 BULAN

^  TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

■ ABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO BIDANG
/KEGIATAN

TOTAL ALOKASI DANA
KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN 
STUNTING

ALOKASI DANA % (PERSEN)

1. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



b .3  F O R M A T  S U R A T  K U A S A  P E M IN D A H B U K U A N  D A N A  D E S A

-----------------------------------------------(KOP SURAT).........(1)---------------------------------------------------

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam a : .............................................................................. ...........(2)

Jabatan : Bupati.............................................................. ............(3)
Alamat : .............................................................................. ........... (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nam a : Kepala KPPN..................................................... ...........(5)
Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa

Alamat : .............................................................................. ............ (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil
pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap
tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran ............... ...............(7)

........................ . Tanggal. .. .............. (8)

''N , Materai
{  Stempel \ Rp 10.000,- .................(9)

---------------- - .................(10)



P E T U N J U K  P E N G IS IA N

S U R A T  K U A S A  P E M IN D A H B U K U A N  D A N A  D E S A

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) diisi nama kop surat pemberi kuasa (bupati)

(2) diisi nam a pem beri kuasa

(3) diisi nam a kabupaten  pem beri kuasa

(4) diisi alam at pem beri k uasa

(5) diisi nam a KPPN wilayah kerja kabupaten  pem beri kuasa

(6) diisi nam a alam at KPPN wilayah kerja kabupaten pem beri 
k uasa

(7) diisi tahun anggaran  berjalan

(8) diisi tempat, tanggal, bu lan , tahun pem buatan surat k uasa

(9) diisi tanda tangan (bupati)
(10) diisi nam a penanda tangan (bupati)



b .4 . FO R M A T  S U R A T  P E N G A N T A R  PE N Y A M PA IA N  D O K U M E N  PER SYAR ATA N

(KOP SURAT)....................(1)

.................................. ....................................... (2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran  

DAK Fisik dan Dana Desa  
di

Tempat

SURAT PENGANTAR 
NOMOR......................................... (3)

No. Uraia
n

Jumlah Dokumen Keterangan

1. Bersama ini 
disampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran
tahap...........(4), dengan
rincian sebagai berikut:
a...........................(5)
b ............................
c. Dst

1 berkas Disertai kertas kerja 
(worksheet) perhitungan 
rincian Dana Desa 
setiap Desa dan Daftar 
Rekening Kas Desa*)

2.

*) kh\

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan 
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung 
jawab atas akhibat ketidakbenaran data dan dokumen yang 
disampaikan.

.....................................................................(6)

.....................................................................(7)

.....................................................................(8)
sus tahap I



P E T U N J U K  PE N G IS IA N
S U R A T  P E N G A N T A R  PE N Y A M PA IA N  D O K U M E N  PER SYAR ATA N

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi kop surat bupati

(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(3) Diisi nomor pembuatan surat

(4) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran

(5)
Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan 
tahapannya

(6) Diisi jabatan penanda tangan (bupati)

(7) Diisi tanda tangan (bupati)

(8) Diisi nama penanda tangan (bupati)



b.5 FO R M AT LE M B A R  K O N FIR M A SI PEN E R IM A A N  P E N Y A LU R A N  D A N A  D E S A  DI
R E K E N IN G K A S  DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa 
Bupati.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa
TA.2021 Kabupaten................ (1)

Dengan rincian :

TAHAP TANGGAL
DITERIMA JUMLAH TERBILANG 

( dengan 
huruf)

(2) (3) (4) (5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .........................................................................(6)

Nama Rekening : .........................................................................(7)

Nama Bank : .........................................................................(8)

( 1 2 )



PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI

REKENING KAS DESA

NOMOR URAIAN ISIAN

(1)
diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa

(2) diisi tahapan penyaluran

(3) diisi tanggal dana diterima

(4) diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)

(5) diisi jumlah djrna yang diterima (dalam huruf)

(6) diisi nomor relcening penerima dana

(7) diisi nama rekening penerima dana

(8) diisi nama bank penerima dana

(9) diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(10) diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)

(11) diisi tanda tangan (kepada Desa)

(12) diisi nama penanda tangan (kepala Desa)



b.6 FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN
TA.......

NO. KODE
DESA

NAMA
DESA

NPWP ALAMAT
KANTOR
DESA

KECAMATA
N

PROVIN
SI

NAMA
BANK

NAMA
PEMILIK
REKENING

NOMO
R
REKENIN
G

DETAIL
NAMA
CABANG
BANK

KODE
POS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (ID (12)

(13)

, (14)

(15)

( 16)



PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR
REKENING KAS DESA

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) diisi nomor urut

(2) diisi nomor Kode Desa

(3) diisi Nama Desa

(4) diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan

(5) diisi Alamat Kantor Desa

(6) diisi Nama Kecamatan wilayah Desa tersebut berada

(7) diisi Nama Provinsi wilayah Desa tersebut berada

(8) diisi Nama Bank Rekening Kas Desa tersebut

(9) diisi Nama Rekening Kas Desa tersebut

(10) diisi Nomor Rekening Kas Desa tersebut

(11) diisi Detail Nama Bank dan Nama Cabang Rekening Kas Desa tersebut berada

(12) diisi Kode Pos Alamat Desa tersebut berada

(13) diisi tempat , tanggal, bulan, tahun pem buatan surat

(14) diisi Jabatan penanda tangan (Bupati)

(15) diisi tanda tangan (Bupati)

(16) diisi nama penanda tangan (Bupati)



BERITA ACARA REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2018 DI REKENING KAS

DESA
Nomor : BAR..................... /...............

Pada hari ini......tanggal............. bulan............tahun...........telah diselenggarakan
konfirmasi dan rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten KATINGAN, Dinas Pemberdayan
Masyarakat dan Desa dengan Desa............... Kecamatan.....................

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil 
sebagai berikut:

b.7 FO R M A T  B ER ITA  A C A R A  K O N FIR M A SI D A N  R E K O N SILIA S I S ISA  D A N A D E S A  DI
R E K E N IN G  KAS D E S A  D A N  R E K E N IN G  KAS U M U M  D A E R A H

Tahun Penyaluran dari 
RKUD

Sisa DD TAYL 
3rang

dianggarkan
kembali

Penyerapan
DD

Sisa DD yang 
dianggarkan 

tahun 
berikutnya

Sisa DD yang 
disetor ke 

RKUD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)-(2+3)-(4+5)
2015 Rp Rp Rp Rp Rp
2016 Rp Rp Rp Rp Rp
2 0 1 7 Rp Rp Rp Rp Rp
2018 Rp Rp Rp Rp Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa disetor ke RKUD Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia.

Pihak Desa bertanggungj awab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana 
Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi 
Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 
pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN.
Sisa Dana Desa sebesar Rp.........disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat
tanggal 30 Oktober 2020.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD 
berdasarkan hasil audit/review aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam 
penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyertoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
seperlunya.

Kepala Desa. 
Kecamatan...

Nam a..........

DPMD
Kabupaten KATINGAN

BPKAD
Kabupaten KATINGAN

Nama
NIP....

Nama
NIP....



BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI 
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2019 

DI REKENING KAS UMUM DAERAH 
Nomor : BAR-......... /...... /...........

Pada hari ini..........tanggal..............bu lan ............ tahun... telah
diselenggarakan konfirmasi dan rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa 
Tahun 2015 s.d 2019 antara EJadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten KATINGAN dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Palangka Raya.

Rekonsiliasi dilakukan bersama-sama dengan hasil sebagai berikut:

Kepala BPKAD Kabupaten KATINGAN bertanggungjawab penuh terhadap 
kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dal am Berita 
Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi 
penyaluran ke Rekening Kas Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas 
fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan 
pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam  
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana 
diubah dengan PMK nomor 40/PMK.07/2020, sisa Dana Desa sebesar
Rp.................  disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal
tanggal 31 Desember 2020.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa 
ke RKUN berdasarkan hasil audit/ review aparat pengawas fungsional ditemukan 
kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka BPKAD berkewajiban 
melakukan penyetoran ke RKUN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tahun Jumlah Penyaluran 
dari RKUN

Dana Desa TAYL 
yang dianggarkan 

kembali

Penyaluran Dana 
Desa dari RKUD ke 

RKD

Sisa Dana Desa di 
RKUD

(1) (2) (3) (4) (5)=((2+3)-(4))
2015 Rp Rp Rp Rp
2016 Rp Rp Rp Rp
2017 Rp Rp Rp Rp
2018 Rp Rp Rp Rp
2019 Rp Rp Rp Rp
Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN (a)
Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD (b)
Jumlah Total Sisa Dana yang di setorkan ke RKUN(a) + (b)

Kepala BPKAD 
Kabupaten KATINGAN

Kepala KPPN 
Palangkaraya

Nam a................................  Nama,
N IP ....................................  NIP....

ATI KATINGAN,

AS



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR \0 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I 
UMUM

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada 
jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. 
Sektor strategis nasional meliputi:
1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 

mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) 
tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
1. Desa tanpa kemiskinan dan 

kelaparan SDGs Desa 1: Desa 
tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 
2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai 
kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan 
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar 
lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan 
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan 
nyaman.

4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan 
terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap 
perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan 
laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli 
lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.



6. Desa ram ah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa beijejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa
adaptif.

Dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 prioritas 
penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk 
program dan/atau kegiatan dalam rangka percepatan 
pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa melalui:
a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan 

Desa;
b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. Adaptasi kebiasaan baru.

Adapun 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:
1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan 

ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 
dan meliputi:
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan 

usaha milik Desa bersama;
b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau 

badan usaha milik Desa bersama;
c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan 

perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelaja 

mangrove dan wisat edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi 

pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;



9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk 
perikanan; dan

10) pengolahan sampah.
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, 

pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik 
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dal am Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
c. pembangkit listrik tenaga matahari;
d. pembangkit listrik tenaga angin;
e. instalasi biogas;
f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari 

Perusahaan Listrik Negara); dan
g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan 

listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dal am Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang

pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan;

b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil 
dan/atau industri rum ah an yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/atau perdesaan;

c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana
pemasaran produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

d. pendayagunaan perhutanan sosial;
e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ram ah 

lingkungan;
f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah 

lingkungan; dan
g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan 

usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dal am Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas 

nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
c. pendataan pada tingkat keluarga;
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dal am Musyawarah 
Desa.



2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
a. penyusunan peta potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa;
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa;
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan 
Desa dan diputuskan dal am Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem 

administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi 
digital yang disediakan Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem 
informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang 
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan 
Desa berbasis aplikasi digital; dan

d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan 
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3) Smartphone; dan
4) langganan internet.
5) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan 

pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
diputuskan dal am Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya 

dan berbasis digital;
c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
d. pengelolaan Desa wisata;
e. keijasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa 

wisata; dan
f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa yang diputuskan dal am 
Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan
a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan dan /atau perikanan untuk 
ketahanan pangan;

b. pembangunan lumbung pangan Desa;
c. pengolahan pasca panen; dan
d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dal am 
Musyawarah Desa.



6. Pencegahan stunting di Desa
a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting 

di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic- 
Human Development Worker (e-HDW);

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia 
(KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD);

c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan 
stunting melalui rumah Desa sehat;

d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, 
peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
1) kesehatan ibu dan anak;
2) konseling gizi;
3) air bersih dan sanitasi;
4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu 

hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan 
kesehatan dan administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan 
perkawinan anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tan ah 
kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan 
Kebun (3K) dal am rangka penyediaan makanan yang 
sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak 
sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan 

rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan 
masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, 
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok 
rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan 
usulan kelompok marginal dan rentan;

c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan 
rentan;

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal 
untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dal am 
Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi 

kebiasaan baru Desa meliputi:
1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar 
rumah;

b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air 
mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, 
antara lain di depan waning, toko, dan los pasar, 
di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti 
balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan



c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di 
ruang umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-
waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga 

yang keluar masuk Desa;
c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang 

dari rantau; dan
d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau 

warga Desa yang kurang sehat untuk karantina 
mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi 
relawan Desa Am an COVID-19 dengan struktur sebagai 
berikut:
1) ketua: kepala Desa
2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
3) anggota:

a) perangkat Desa;
b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c) kepala dusun atau yang setara;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
f) pendamping lokal Desa;
g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) pendamping Desa sehat;
i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agama;
l) tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4) mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban 

masyarakat (Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
c) pendamping Desa.

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan 

baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan 
protokol kesehatan yaitu: memakai masker, 
menjaga jarak, dan cuci tangan;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, 
balita, serta orang yang memiliki penyakit 
menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis 
lainnya, serta mendata keluarga yang berhak 
mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait 
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat 
maupun daerah, baik yang telah maupun yang 
belum menerima; dan



c) melakukan penyemprotan disinfektan jika 
diperlukan, menyediakan temp at cuci tangan 
dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 
di tempat umum.

2. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan 

peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal- Usui dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa.

2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur 
mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar 
penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 
peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana 

Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai 
ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Desa dal am melaksanakan swakelola penggunaan Dana 
Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
pengadaan barang dan jasa di Desa.

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa 
misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, 
pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang 
didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh 
Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang 
dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Pad at Karya Tunai Desa
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan 

dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekeija diprioritaskan bagi penganggur, setengah 

penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota 
keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal 
lainnya;

3. besaran anggaran upah keija paling sedikit 50% (lima 
puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan 
menggunakan pola PKTD;

4. pem bayaran upah  kerja diberikan setiap hari;



5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk 
menjaga para pekeija dari COVID-19, meliputi: 
menggunakan masker, menerapkan jarak am an antara satu 
pekeija dengan pekeija lainnya minimum 2 (dua) meter, 
dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekeija di PKTD; 
dan

6 .  jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi 
antara lain:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tan am an 
pangan dan perkebunan;

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk 
penan am an sayuran dan lain-lain; dan

3) penan am an tump an g sari tan am an pokok di lahan- 
lahan perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha 

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama;

2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha 
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama; dan

3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi- 
lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan
1) pemeliharaan bangunan pasar;
2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk 
membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di 
pasar yang lebih luas;

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 
Desa bersama memberikan talangan kepada petani 
dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada 
produksi yang menguntungkan di Desa.

d. Perikanan
1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan 

usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 
tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan 
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama.

e. Peternakan
1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha 

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi 
hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau 
badan usaha milik Desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan 
usaha milik Desa bersama dan peternak dal am 
pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.



c. program /proyek masuk Desa;
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan 

pembangunan Desa; dan
e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk

pemulihan ekonomi nasional, program prioritas
nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang 
mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun / kelompok
a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas

Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi 
yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum 
diskusi.

b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP 
Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok 
untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan 
Dana.

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan 
kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan 
Dana Desa; dan

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan 
warga dal am Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas 

dan disepakati dal am Musyawarah Desa. Masyarakat Desa 
wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
agar dibahas dan disepakati dal am Musyawarah Desa. 
Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dal am 
penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB 
Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi
Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan 

oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang 
publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan 
secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran 
serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat 
dilakukan melalui:
1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7 . selebaran (leaflet);
8 . pengeras suara di ruang publik; dan
9 . media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan
1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan 

mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang 
disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi.



2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga 
tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa 
secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi 
oleh Tenaga Pendamping Profesional.


